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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu Hubungan Internasional tidak hanya membahas persoalan isu-isu tentang 

permasalahan perang dunia, perdamaian, kerjasama antar negara, melainkan ilmu Hubungan 

Internasional semakin berkembangnya sudah berfokus kedalam isu-isu kemanusiaan seperti 

isu lingkungan hidup, isu hak perempuan dan anak-anak, serta mengenai kasus pelanggaran 

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia (Donnelly & Jack, 2012). Liberalis berargumen 

bahwa institusi internasional, norma-norma, dan kerjasama multilateral dapat membantu 

mempromosikan dan melindungi HAM (Batubara, Siregar, & Siregar, 2021). Mereka 

menekankan pentingnya perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak Politik dan Sipil, 

dan peran organisasi serta instrumen HAM lainnya seperti PBB, ICCPR, CAT, dan ICC, 

dalam memfasilitasi dialog dan tindakan kolektif untuk melindungi HAM. 

Hak Asasi Manusia merupakan serangkaian hak dasar yang melekat pada setiap individu 

sejak lahir dan bersifat universal, tanpa adanya pandangan tentang ras, jenis kelamin, agama, 

kebangsaan, serta status sosial setiap manusia di dunia. HAM mempunyai berbagai konsep 

yang mencakup berbagai aspek kehidupan, hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, 

hak untuk pendidikan, serta hak atas pekerjaan, dan melindungi dari penyiksaan dan juga 

perlakuan yang tidak manusiawi (Isabela & Nailufar, 2022). Menurut Donnelly, HAM 

merupakan hak yang dipunyai oleh semua individu karena mereka adalah Manusia. Artinya 

hak tersebut tidak dikasih oleh individu lain atau hukum positif, melainkan melekat pada 

Martabat dan Harkat manusia itu sendiri (Donnelly & Jack, 2012). 

       HAM memiliki berbagai instrumen yang merupakan dokumen ataupun perjanjian 

internasional, regional, dan nasional, instrumen ini memiliki fungsi sebagai pendoman untuk 
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melindungi hak asasi manusia serta menciptakan standar yang wajib dipatuhi oleh negara- 

negara anggota, Instrumen HAM yaitu: International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) adalah salah satu instrumen internasional yang mengatur hak politik dan sipil yang 

harus di hormati dan di lindungi oleh negara. Konvensi ini diadopsi oleh majelis umum PBB 

ditahun 1966 dan mulai berfungsi pada tahun 1976 (Oegrosoeno, 2021). Convention Against 

Torture (CAT), Konvensi Melawan Penyiksaan adalah instrumen internasional yang 

bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya terhadap individu 

(Kajian et al., 2024). International Criminal Court (ICC) berfokus pada perlindungan 

individu dari pelanggaran berat yang diakui secara internasional, termasuk kejahatan 

terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. ICC dibentuk untuk mengadili 

individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius yang merugikan masyarakat 

internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang parah (B Pongkapadang, 2024). 

Contoh adanya suatu konflik di Papua yaitu Transmigrasi merupakan sistem 

kebijakan khas Indonesia yang sudah di implementasikan sejak lama sebagai bentuk 

mobilitas sosial dari penduduk padat ke wilayah yang sedikit penduduknya seperti di Papua 

(Vania Stella, 2021). Program transmigrasi yang berlangsung sejak tahun 1963 hingga 

dihentikan pada tahun 2000 dianggap oleh masyarakat asli Papua sebagai bentuk masuknya 

pendatang yang mengurangi kesempatan kerja bagi mereka serta menyebabkan 

terpinggirkannya penduduk asli di tanah kelahirannya. Selama pelaksanaan program ini, 

terjadi penurunan signifikan dalam proporsi penduduk asli Papua dibandingkan dengan 

jumlah penduduk non-Papua. Jumlah penduduk non-Papua hanya mencapai angka 2% dari 

seluruh populasi pada tahun 1959 dan naik menjadi 4% pada tahun 1971 dan kemudian 

mengalami kenaikan tajam mencapai angka 35% pada tahun 2000 ketika wilayah Papua 

masih dalam satu provinsi (Amnesty Internasional Indonesia, 2018). 
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       Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai institusi riset milik negara yang 

melaksanakan penelitian mendalam di wilayah Papua, menyimpulkan bahwa akar konflik di 

Papua meliputi perbedaan penafsiran mengenai sejarah integrasi dengan Indonesia, tindakan 

kekerasan oleh aparat negara, pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi disertai 

dengan impunitas atas pelanggaran HAM berat di masa lampau, kegagalan dalam 

pembangunan, serta terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli 

Papua (Amnesty Internasional Indonesia, 2020). 

Saat berakhirnya masa pemerintahan presiden Soeharto di tahun 1998, semua 

pejuang politik yang berada di Papua telah memperjuangan semua tuntutan mereka dalam 

memperjuangkan kemerdekaan melalui berbagai cara perdamaian. Permasalahan telah di 

mulai saat pemerintah pusat tidak menghormati suatu kebebasan berekspresi dari para aktivis 

yang melakukan gerakan aktivis karena gerakan ini akan mendorong gerakan separatis di 

Indonesia, apalagi kebanyakan yang menyerang para aktivis yaitu dari aparat militer dan 

polisi, dan masuk dalam pembunuhan luar hukum, melakukan penculikan, dan aksi 

penyanderaan. 

Pembunuhan ini terjadi pada konteks dalam menggunakan kekuatan yang berlebihan 

pada tindakan protes pada massa demonstrasi, telah tercatat 69 kasus dalam tindakan 

pembunuhan yang bersifat luar hukum dilakukan oleh pasukan keamanan di Papua pada 

Januari 2010 - Februari 2018, mengakibatkan 95 total korban jiwa yang telah tercatat. 

Tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan telah 

teridentifikasi di 27 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga total 

keseluruhan mencapai 42 kabupaten, yang merupakan angka tertinggi. dari kasus ini terdapat 

di kota Jayapura dengan total 9 kasus dan 15 korban meninggal dunia (Amnesty 

Internasional Indonesia, 2018). 
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Gambar 1.1 

Jumlah Kasus dan Korban Pembunuhan Luar Hukum di Papua Tahun 2010-2018 

 

 

(Data diolah oleh penulis dari : Amnesty Internasional Indonesia, 2018) 

       Setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun tertentu, seperti di 

tahun 2012, 2013, 2014, 2015 mengalami peningkatan kasus dan korban dalam pembunuhan 

luar hukum yang telah terjadi, tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis, tahun 

2017 mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun 2016, pada tahun 2018 hanya 2 kasus 

dan korban yang telah tercatat oleh Amnesty Internasional. 

Gambar 1.2 

Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Aparat Keamanan Pada Pembunuhan Luar Hukum Di 

Papua Tahun 2010-2018 

 

(Data diolah oleh penulis dari : Amnesty Internasional Indonesia, 2018) 

       Telah tercatat jumlah kasus yang terjadi pada pembunuhan luar hukum di Papua pada 

tahun 2010-2018, bahwa dugaan pelakunya dari aparat keamanan yaitu dari anggota Polisi, 
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anggota Militer, Satpol PP dan juga gabungan dari anggota Polisi dan Militer, kebanyakan 

pelaku dari aparat Polisi, pada tahun 2016 hanya ada 1 kasus yang dilakukan oleh anggota 

Satpol PP. 

Tabel 1.1 

Jumlah Korban Pembunuhan Luar Hukum Di Papua Berdasarkan Usia 

Korban Pembunuhan Luar Hukum di Papua Berdasarkan Usia 

<10 11-20. 21-30 31-40 41-50 >50 TAK TERCATAT 

3 18 31 11 5 5 22 

(Sumber : Amnesty Internasional Indonesia, 2018) 

       Korban pembunuhan luar hukum di Papua memiliki berbagai usia dari anak-anak 

dibawah 10 tahun hingga usia lansia lebih dari 50 tahun, rata-rata korban yang paling banyak 

dari usia 21-30 tahun yang mencapai 31 korban jiwa, selain itu ada 22 korban yang tidak 

diketahui identitasnya sehingga tidak diketahui berapa usia korban tersebut. 

       Indonesia menjadi sebagai anggota dalam Instrumen HAM sudah meratifikasi ICCPR 

pada 23 Februari 2006 dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Indonesia berkewajiban 

untuk melaksanakan keputusan yang terdapat dalam perjanjian perlindungan hak-hak politik 

dan sipil, beberapa undang-undang yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan 

perlindungan terhadap diskriminasi. Selain itu meratifikasi CAT, Indonesia telah 

menandatangani konvensi ini pada tahun 1998, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang 

Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup ketentuan mengenai perlindungan terhadap 

penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Selanjutnya yaitu ICC, Indonesia 

menandatangani statuta tersebut pada tahun 2000, Indonesia aktif dalam forum-forum 

internasional dan seringkali menyatakan komitmennya terhadap penegakan hukum 

internasional dan perlindungan hak asasi manusia. 

      Bermacam-macam organisasi HAM, Masyarakat sipil lokal dan internasional selalu 

menyuarakan kesedihan mereka terhadap kasus pembunuhan luar hukum dan pelanggaran 

HAM serius lainnya yang dilakukan oleh pihak keamanan di Papua, pada laporannya 
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permasalahan ini juga merupakan topik yang sering diangkat dalam diskusi mengenai situasi 

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia oleh berbagai forum dan badan PBB.  

Amnesty Internasional merupakan organisasi yang bersifat non-pemerintah secara 

global yang telah berfokus pada masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Organisasi ini pertama 

kali dirikan di London pada tahun 1961, oleh seorang pengacara bernama Peter Beneson, 

yang sudah memiliki 10 juta lebih anggota yang telah bergabung dari berbagai negara dan 

wilayah, termasuk di Indonesia. Memiliki visi yaitu menjadikan suatu organisasi yang 

akuntabel menggunakan tata kelola bersifat sehat dalam penegakan HAM yang adil, 

memberikan dorongan membangun komunitas yang kuat dan serta pertahanan hak-hak yang 

terikat dengan Deklarasi Universal HAM dan instrument. Memiliki misi dalam menangani 

isu HAM yang bersifat nasional dengan melakukan kampanye, advokasi, riset, mobilisasi 

publik, edukasi tentang HAM, mempromosikan hak asasi manusia secara domestik, 

regional, dan internasional (Amnesty Internasional Indonesia, 2018).  

Amnesty International Indonesia berdiri sejak tahun 2017, telah mengeluarkan sebanyak 

9 Agenda mengenai HAM yang menjadi fokus dari aksi kampanye Amnesty International di 

Indonesia (Amnesty Internasional Indonesia, 2018). Pelanggaran yang telah terjadi oleh 

aparat keamanan di Papua membuktikan dengan adanya kasus yang telah terjadi bahwa 

pemerintahan-pemerintahan sudah gagal dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di 

Papua. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas mengenai isu pembunuhan 

luar hukum di Papua pada tahun 2010-2018, sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana 

peran organisasi sipil seperti Amnesty Internasional dalam upaya advokasi dalam isu 

pembunuhan luar hukum di Papua kepada pemerintah dan aparat keamanan, karena isu-isu 

mengenai pelangaran HAM dalam konteks pembunuhan luar hukum menarik perhatian 
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organisasi sipil seperti Amnesty Internasional, sehingga penelitian ini menggunakan konsep 

Transnasional Advocacy Network (TAN) yang merupakan golongan organisasi yang telah 

mempunyai sebuah karakter dalam menukar dan cara berkomunikasi yang bersifat bebas, 

lalu berbalas dan setara. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Bagaimana peran Amnesty Internasional dalam advokasi isu pembunuhan luar hukum 

yang telah terjadi di Papua pada tahun 2010-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Untuk menganalisi peranan Amnesty Internasional dalam melakukan advokasi terhadap 

isu pembunuhan luar hukum yang telah terjadi di Papua pada tahun 2010-2018. 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat untuk pembaca bahwa Amnesty 

Internasional memiliki peran dalam menangani kasus pembunuhan luar hukum yang terjadi 

di Papua dan sebagai bahan referensi penelitian yang akan datang terutama Mahasiswa Ilmu 

Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pemahaman bagaimana peran 

Amnesty Internasional dalam melakukan advokasi dan rekomendasi kepada pemerintahan 

yang telah melakukan pembunuhan luar hukum di Papua. 
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